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5.1 KESIMPULAN  

Dari hasil uraian serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab 

yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :  

a. Mengenai peran dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah berjalan sesuai 

dengan ketentuan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga menyangkut tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 

tahun 2010 sebagai aturan Pelaksanan dari Undang-Undang tersebut, 

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010. Walaupun 

terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya yang berhubungan 

dengan personalia, sarana, dan anggaran namun semuanya masih dapat 

berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan.  

 

b. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Pemerintah 

Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan sudah dapat berjalan dengan 

baik. Keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut salah satunya ditandai 

dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor : 11 Tahun 2013 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

Dalam peraturan tersebut secara jelas dan terurai sudah dijabarkan tugas 

pokok dan fungsi masing – masing bagian mengenai penyediaan dan 

pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Pada dasarnya peraturan 

Bupati tersebut merupakan respon cepat terhadap diberlakukannya 

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga secara 
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kelembagaan, sistem, dan personalia Pemerintah Kabupaten Trenggalek 

sudah siap dalam mengimplentasikan Undang – Undang yang ada.  

 

c. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada dasarnya telah 

mempunyai pedoman, sehingga standarisasi pelayanan bisa dilakukan 

sesuai dengan rujukan Pedoman Pelayanan Informasi Publik yang 

dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 11 Tahun 2013. Mekanisme 

terhadap pelayanan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat 

juga sudah dibakukan untuk memudahkan masyarakat. Keunggulan dari 

Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengenai Pelayanan Informasi ini 

adalah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi secara online yang 

tersedia sebagai sarana pelayanan untuk memudahkan dan mempercepat 

akses informasi sesuai dengan keperluan. Meskipun masih ada beberapa 

kendala dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, namun secara umum 

aspek kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.  

 

5.2 SARAN 

a. Masih perlu dilakukan sosialisasi kepada semua pihak mengenai berlakunya 

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) agar 

semua mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang Undang – 

Undang tersebut juga terkait adanya hak dan kewajiban yang ada pada 

masing – masing pihak baik itu dari Masyarakat maupun Badan Publik.  

b. Perlu adanya peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan 

utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan 

dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang cepat, tepat, dan 

efisien bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini perlu untuk menunjuk petugas 

khusus yang menangani bidang penyediaan dan pelayanan informasi agar 

dapat lebih fokus. 

 

 


